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BABnII 

TINJAUANnPUSTAKA 

 

2.1 KerangkanTeori 

2.1.1 TeorinPeranan 

Menurut SoerjononSoekanto peran merupakan aspek yangndinamis pada 

kedudukan (status), apabilanseseorang melaksanakan hak dan kewajibannyanyang 

sesuai dengannkedudukannya, maka ia telah menjalankan suatunperanan. Sedangkan 

status merupakannsekumpulan hak dan kewajiban yang dimilikinseseorang apabila 

seseorangnmelakukan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengannkedudukannya, 

maka ia menjalankannsuatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskannsebagai 

suatu rangkaiannperilakuntertentu yangnditimbulkan oleh suatunjabatanntertentu. 

Kepribadiannseseorang juganmempengaruhi bagaimananperannitu harusndijalankan 

atau diperankannpimpinan tingkatnatas, menengahnmaupun bawah akannmempunyai 

peran yangnsama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yangndilakukannoleh 

seseoranggyangnmenempatinsuatu posisindidalam statusnsosial(Soekanto Soerjono, 

2018). 

Adapun syarat-syaratnperan menurut Soerjono Soekantonmencakupntiga hal 

pentiing, yaitu: 

1. Perannmeliputinnorma-normanyang dihubungkan dengannposisinatauntempat 

seseorangndalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakannrangkaian 
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peraturan-peraturannyang membimbing seseorang dalamnkehidupan 

kemsyarakatan.  

2. Peran adalahnsuatu konsep perilaku apa yang dapatndilaksanakan oleh 

individu-individundalam masyarakat sebagainorganisasi. 

3. Peran jugandapat dikatakan sebagai perilaku individu, yangnpenting bagi 

struktur sosialnmasyarakat(Soejono Soekanto, 2019). 

Hakikatnyanperan juga dapat dirumuskan sebagai suatunrangkaian perilaku 

tertentu yangnditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorangnjuga 

mempengaruhinbagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yangndimainkan 

hakikatnyantidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankannpimpinan tingkat 

atas, menengahnmaupun bawah akan mempunyai peran yangnsama. Manusia sebagai 

makhluknsosial memiliki kecenderungan untuk hidupnberkelompok. Dalam 

kehidupannberkelompok tadi akan terjadi interaksinantara anggota masyarakat yang 

satu dengannanggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksindiantara 

mereka ada salingnketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakatnitu munculah 

apa yangndinamakan peran. Peran merupakan aspek yangndinamis dari kedudukan 

seseorang, apabilanseseorang melaksanakan hak-hak dannkewajibannya sesuai 

dengan kedudukannyanmaka orang yang bersangkutan menjalankannsuatu peranan. 

2.1.2 Teori Penegakannhukum 

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk dilakukannya proses penegakan 

dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan hidup prilaku hubungan hukum 
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dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut SoejononSoekanto 

berpendapat bahwa penegakannhukum adalah kegiatannmenyerasikannhubungan 

nilai-nilai yangnterjabarkanndidalamnkaidah-kaidah ataunpandangan nilainyang 

mantapndan sikapptindaknsebagainrangkaian penjabarannnilai-nilaintahap akhir 

untuk menciptakan, memilihara dannmempertahankan kedamaian 

pergaulannhidup(Soejono Soekanto, 2019). 

Manusia didalamnpergaulan hidupnya mempunyainpandangan yangntertentu 

mengenai apa yanggbaik dan apanyang buruk. Pandangan tersebutnselalu terwujud 

didalam pasangan-pasanganntertentu, misalnya ada pasangan dengannnilai 

ketenteraman. Dalam penegakannhukum pasanganmnilai-nilai tersebutnperlu 

diserasikan. Pasangannyangnnilai diserasikan tersebutmmemerlukan 

penjabarannsecara konkret karenannilai lazimnyanberbentuk abstrak.nPenjabaran 

yangnsecara konkret yang terjadi dalamnbentuknkaidah hukum yanggmungkinnberisi 

suruhannatau larangan. Kaidahntersebut menjadinpedoman ataunpatokan 

baginprilaku atau sikap tindak yang dianggapnpantas ataunyang 

seharusnya(Mertokusumo Sudikno, 2011). 

Penegakkannhukumnialah suatu prosesnuntuk mewujudkannkemauannhukum 

menjadinkenyataan. Yang disebutnkemauan hukumndisini tidaknlain adalahnpikiran-

pikirannbadan pembuatnUndang-Undanggyang dirumuskan dalam peraturannhukum. 

Peraturannhukum itu, perumusannpemikiran pembuatnhukum yang 

dituangkanndalam peraturanmhukumnakanmturut menentukanmbagaimana 

penegakannhukum itundijalankan. Penegakannhukum berfungsi 
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sebagainperlindungan kepentingannmanusia. Agar kepentingannmanusia itu 

terlindungi,nhukum harusndilaksanakan. Pelaksanaannhukum dapatnberlangsung 

secarannormal, damaintetapi dapatnterjadinjuga karenanpelanggaranmhukum. 

Dalamnhal ini hukumnyang telah dilanggarnharusnditegakkan. Melalui 

penegakannhukum inilah hukumnitu menjadinkenyataan. Dalamnmenegakannhukum 

ada tiganunsur yang harusndiperhatikan,nyaitu: 

a. Kepastiannhukum 

Hukum harusndilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orangnmengharapkan 

dapat ditetapkannyanhukum dalam hal terjadi peristiwa yangnkonkrit. Bagaimana 

hukumnyanitulah yang harusnberlaku, pada dasarnyantidak bolehnmenyimpang : fiat 

justicianet pereatnmundus (meskipunndunianakan runtuh, hukumnharusnditegakkan). 

Itulah yangndiinginkan oleh kepastiannhukum. Kepastiannhukumnmerupakan 

perlindungannyustisiablenterhadap tidakannsewenang-wenang, yang berartinseorang 

akan memperolehnsesuatu yanggdiharapkan dalamnkeadaanntertentu.  

b. Manfaatn 

Masyarakatnmengharapkannmanfaat dalamnpelaksanaan ataunpenegakan 

hukum.nHukum adalahnuntuknmanusia, maka pelaksanaannhukum ataunpenegakan 

hukum harusnmemberi manfaatnatau kegunaan baginmasyarakat. Jangannsampai 

justrunkarena hukumnyandilaksanakan ataunditegakkan timbul keresahanndindalam 

masyarakat.  

c. Keadilan 
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Masyarakatnsangat berkepentingannbahwamdalam pelaksanaannatau 

penegakan hukumnkeadilan diperhatikan. Dalamnpelaksanaan dannpenegakan 

hukumnharusnadil. Hukumntidaknidentik dengannkeadilan. Hukummitu 

bersifatnumum, mengikatnsetiap orang, bersifatnmenyamaratakan. Baranggsiapa 

yang mencurinharus dihukumnsiapa yangnmencuri harus dihukum, tanpa membeda-

bedakannsiapa yang mencuri. Sebaliknya,nkeadilan bersifatnsubjektif, individualistis, 

dan tidaknmenyamaratakan(Shant Delayana, 2018). 

Tujuan dari penegakannhukum adalah guna untuk melindunginkepentingan 

hidup manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukumnditerapkan ketika 

terjadinya peristiwanhukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian 

hukum, manfaat dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :  

1. Harapan penegaknhukum supaya dilaksanakan untuknmemberikan kepastian 

hukum dalamnperistiwa konkrit yang terjadi dalamnmasyarakat. Kepastian 

hukum merupakannperlindungan yustiable terhadap tindakannkesewenang-

wenangan, sehingganmasyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkannketika 

berhadapan dengannperistiwa tertentu, hukum bertugasnmenciptakan 

kepastian hukumnkarena bertujuannmenciptakan ketertibanndalam 

masyarakat.  

2. Hukumnuntuknmanusia, maka pelaksanaannatau penegakannhukumnharus 

memberikannmanfaat ataunkegunaan baginmasyarakat. Dannjangan 
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sebaliknya dengannpenegakan hukumnjustru menimbulkannkeresahannbagi 

masyarakat.  

3. Dengannpenegakannhukum, masyarakatnyang sedangnberkepentingan 

mendapatnkeadilan. Karena hukumnidentik dengannkeadilan sertanhukum 

bersifat umum, yangnmelihat orang itu sama, karena deminmewujudkan 

keadilan baginsemua orang hukum tidak bolehnkeberpihakan.  

Hukumnjuga berfungsi sebagainperlindungan kepentingannmanusia. 

Pelaksanaannhukumndapat berlangsung secarannormal, damai, tetapindapatnterjadi 

karena pelanggarannhukum. Olehnkarena itu hukumnyang telahndilanggarnharus 

ditegakkan. Dalam menegakkannhukum ada 3 (tiga) unsur yang harusndiperhatikan 

yaitu, kepastiannhukum, kemanfaatan,ndan keadilan.  Kepastiannhukumnmerupakan 

perlindungannterhadapntindakannsewenang-wenang, yang berarti bahwanseseorang 

akan dapat memperolehnsesuatunyang diharapkanndalam keadaan bahwansesorang 

akan dapat memperolehnsesuatu yang diharapkan dalam keadaanntertentu. 

Masyarakatnmengharapkannmanfaat dalam penegakannhukum. Unsurnselanjutnya 

adalah keadilan, dalamnmelaksanakan suatu penegakan hukum harusndilakukan 

dengannadil. Hukumnbersifat umum dannmengikuti setiapnorang, olehnkarena itu 

hukumnbersifatnmenyamaratakan(Soekanto Soerjono, 2018). 

2.1.3 Teori Utilitarianisme 

Utilitarisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkannkemanfaatan 

sebagai tujuannutama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagainkebahagiaan 
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(happiness). Jadi, baik buruknatau adil tidaknya suatu hukum, bergantungnkepada 

apakah hukum itunmemberikan kebahagiaan kepada manusia atauntidak. Aliran ini 

sesungguhnya dapat pulandimasukkan kedalam Positifisme Hukum,nmengingat 

faham ini padanakhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuannhukum adalah 

menciptakannketertiban masyarakat, di samping untuk memberikannmanfaat yang 

sebesar-besarnyankepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan 

pencerminan perintahnpenguasa juga, bukan pencerminan dari rasionsemata. 

Sebagaimana yangndikemukakan oleh JeremynBentham, yaitu hukum yang 

dirancang sebanyaknmungkin guna untuk melindungi kepentingannindividu. Hukum 

memberikan hak bukannkepada keinginan manusia yang mengejarntujuan yang 

diperbolehkannoleh hukum. 

2.2 KerangkanYuridis 

Peraturan Perundang-undangannadalah peraturanntertulis yang 

memuatnnorma hukum yang mengikatnsecara umum dan telahnditetapkan oleh 

lembagannegara atau pejabat yangnberwenang melaluinprosedur yang telah diatur 

dalamnperaturannPerundang-Undangan. PeraturannPerundang-Undangannyanggakan 

dibuat harusnmemenuhi tiganhal yaitunadanya normantertulis, berlakunmengikat 

secaranumumndan dibuat olehnlembaga atau pejabat yang berwewenang. Pasal 7 

Ayat (1)nUndang-Undang Nomor 12nTahun 2011mmenyatakan jenis 

peraturannPerundang-Undangan yaitu: 

1. Undang-UndangnDasarnNegara RepubliknIndonesia 

2. KetetapannMajelisnPermusyawaratannRakyat 
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3. Undang-Undang/PeraturannPemerintah PenggantimUndang-Undang 

(Perpu) 

4. PeraturannPemerintah 

5. PeraturannDaerahnProvinsi 

6. PeraturannDaerahnKabupaten/Kota 

Sebagai negaranhukum yang tercantum didalam Undang-UndangnDasar 

Negara Republik IndonesianTahun 1945, maka penataan negara harusndilandaskan 

olehnhukum, baiknmelalui peraturannPerundang-Undangan,nkeputusan hakim, 

doktrin,ndan perkembanganmnilaindimasyarakat. PerubahanmUndang-

Undangninformasinteknologi dan elektronikndilandaskan pada pandangannyuridis. 

Pendekatannyuridisntersebut telah memperlihatkannbahwa perubahannUndang-

Undang merupakannsalah satu cara dalamnmelakukan memberikannsolusi 

kemasyarakat untuk menatannegara dan bangsa ininlebih baik. Pengembangan 

teknologiminformasimmelaluininfrastruktur hukum dan pengaturannya 

diharapkannuntuk mencegahnpenyalahgunaannya dengannmemperhatikannnilai-nilai 

agama dannsosial budayaamasyarakatnIndonesia dannlebih memberikan 

manfaatnbagi masyarakat bukannsebaliknya. 

2.2.1 KitabnUndang-UndangnHukum Pidanan(KUHP) 

KitabnUndang-UndangnHukum PidanandinIndonesianbaru dibentuknsesuai 

dengann FirmannRaja Belandantanggal 15 Oktobern1915, yang idiberlakukannmulai 

1 Januarin1918, yang mmenggantikannkedua hukumnpidanabbagingolongannEropa 
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dan golongannIndonesiansertangolongan TimurnAsing, yang berlakunsecara nasional 

baginsemuanpenduduk Indonesiandengan FirmannRaja Belandantanggal 14 Mei 

1917n(staatsblaad 1917nNomorn479) yang mengaturntentang peralihanndarinhukum 

pidanaalamanmenjadinhukumnpidanaabaru. 

BerlakunyanUndang-UndangnNomorn73 Tahunn1958 padantanggal 29 

Septembern1958 tentangg“menyatakannberlakunya Undang-UndangnNomor 

1nTahun 1946 RepubliknIndonesia tentanggPeraturan PeraturanhHukumnPidana 

untuknseluruh wilayahnRepublik Indonesiandannmengubah KitabnUndang-Undang 

HukumnPidana”. Sehinggandenganndemikian jelasnberlakunsatu hukumnpidana 

untukkseluruhnRepubliknIndonesiandengan KitabnUndang-UndangnHukum Pidana 

(KUHP)nyang kitankenal masihnberlaku hinggansaat ini. 

Hukum Pidananyang berlakuuatau hukum pidananpositif (hukumnyang 

berlaku padansuatu tempatndan waktuntertentu) yangnberbentuk peraturann(larangan 

dannkeharusan) yangndikaitkan dengannakibatnyang berbentuknsanksi negatif,noleh 

Simonsndisebut sebagainhukumnpidana dalam artinobjektif. Disebut objektif 

karenanukuran yang dipakainadalahnisi dari peraturan itunsendiri. Hukumnpidana 

itunseperti halnya bidang hukumnyang lain selaku berkembang menurut 

perkembangannzaman. Hukum Pidana yang demikianntersebut jugandisebut sebagai 

iusnpoenale. 

Disamping iusnpoenale dikenalnpula dengan istilah iusnpuniendi ataunhukum 

pidanandalam artinsubjektif. Disebut subjektifnkarena halnini ditinjau darinpihak 
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negara dannalatnperlengkapannya mempunyai haknuntuk menggunakannhukum 

objektifntersebut. Ini mengandungndua hal antara lain sebagainberikut: 

1. Hak negarandengan alatnperlengkapannya untuknmenjatuhkannpidana, yaitu 

hak  yangndiperoleh darinperaturan yang ditentukannoleh hukumnpidana 

dalam artinobjektif. 

2. Hak negaranuntuk mengaitkannpelanggaran terhadapnperaturan-peraturannya 

dengan sanksinpidana , dannini dilakukan olehnbadan-badannpenegaknhukum 

untuknmenuntut, menjatuhkannpidana, dan melaksanakannpidana 

itunterhadapppelanggarnya. 

Jika kitanmendengarntentang Perundang-Undangannpidana yangndimaksud 

adalah setiapnbentuk peraturannyang didalamnya mengandungnsanksi pidana. 

Disamping pembagiannmenjadi hukum pidana materiil dan hukumnpidana formal, 

kita kenalnpembagian atau klasifikasinyang lain, misalnya: 

1. Hukumnpidana terkodifikasi dan hukum pidana dinkodifikasi 

Dimaksud dengannpidana yang dikondifikasikan adalah KUHP dannKUHAP, 

sedangkan yangndiluar kondifikasinadalah semuanPerundang-Undangannpidana 

yang lain, misalnyanUndang-Undangnpemberantasan korupsi,nUndang-Undang 

Narkotika,nUndang-Undangnsubversi, dannyang lain-lain. BiasanyanPerundang-

Undanganndiluarnkondifikasi bidangnmateriil dan formalnsekaligus. Yang 

dimaksudndengan kondifikasinadalahnpembukuan suatunUndang-Undangndalam 

kitab Undang-Undangnsecara sistematis, logis, dannkronologis. 

2. Hukum pidanansipil dan hukum pidananmiliter 
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Hukum pidanansipil berlaku untuk semua orang sipil dan bukannmiliter, 

sedangkan hukumnpidana militer berlaku bagi anggotanmiliter. Di Indonesia 

hukum pidananmiliter inidiatur tersendiri didalam KUHPTn(KitabnUndang-

UndangnHukum PidananTentara) dannKUHDT (KitabnUndang-UndangnHukum 

DisiplinnTentara). Kita dapatnmembuat klasifikasinsendiri menurutnkeperluan 

dannditinjau dari segintertentu, misalnyansaja hukum pidananekonomi, 

hukumnpidana fiscal, hukumnpidananadat, hukum pidana tertulis, hukum 

pidanannasional, dan hukum pidananinternasional, dan sebagainya. 

a. Pasaln40 

Jikanseorangndibawahnumur enamnbelas tahunnmempunyai,nmemasukkan 

atau mengangkutnbarang-barang dengannmelanggar aturan-aturannmengenai 

pengawaasannpelayanan dibagian-bagiannIndonesia yangntertentu, atau 

aturan-aturannmengenainmemasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan 

pengangkutan barang-barang,nmaka hakim dapatnmenjatuhkannpidana 

perampasannatasnbarang-barangmiitu, jugaddalam hal yaang 

bersalahhndiserahkan kkembalinkepadanorangtuanya, walinyaanatau 

pemeliharanyantanpa pidana apappun. 

b. Pasaln45 

Dalam hal penentuannpidana terhadapnorang yang belumndewasa karena 

melakukannsesuatu perbuatannsebelum umurn16 (enamnbelas) tahun,nhakim 

dapatnmenentukan: memerintahkannsupaya yang bersalahndikembalikan 

kepadanorang tuanya,nwalinya, pemeliharanya,ntanpa pidananapa pun; atau 

memerintahkannsupayanyang bersalah diserahkan kepada pemerintahntanpa 

tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejaahatan ataau salah satu 

pelanggaran berdasarkannpasal-pasal 489,n490, 492,n496, 497,n503-505, 

514,n517-519, 526,n531, 532,n536, dann540 serta belum lewat dua tahun 

sejak dinyatakan bersalah karena melakuukannkejahatan atau saalah saatu 

pelanggaranntersebut dinatas, dan putusannyantelah menjadintetap; atau 

menjatuhkannpidana pidanankepada yangnbersalaah. 
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c.  Pasaln46 

1. Jika hakimmmemerintahkan supayanyanggbersalah diserahkannkepada 

pemerintah, maka iandimasukkan dalamnrumah pendidikannnegara 

supaya menerimanpendidikanndarippemerintah atau dikemudiannharii 

dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat 

tiinggal dii Indonesia atau kepadansesuatu badannhukum, yayasannatau 

lembaganamal yang berkedudukanndi Indonesia untuknmenyelenggarakan 

pendidikannya,natau dikemudiannhari, atas tanggungannpemerintah, 

denganncara lain, dalamnkedua hal diatas, paling lamansampai 

oranggyang bersalah itu mencapainumur delapan belasntahun.  

2. Aturannuntuk melaksanakannayat 1 pasal ininditetapkan dengannUndang-

Undang.  

 

d. Pasaln47 

1. Jikanhakimnmenjatuhkannpidana, maka maksimumnpidana pokok 

terhadapntindak pidananyandikuranginsepertiga. 

2. Jikanperbuatan iitu merupakannkejahatan yang diancamndengan pidana 

mati ataunpenjaranseumurnhidup, maka dijatuhkan pidananpenjara paling 

lama limanbelas tahun. 

3. Pidanantambahan dalamppasal 10nbutir b, nomorn1 dan 3ntidak dapat 

diterapkan. 

 

2.2.2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

Disamping Kitab Undang-Undang HukumnPidana (KUHP), didalam Pasal 45 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik juga telah mengatur sedemikian rupa tentang larangan setiap orang dengan 

sengaja dan tanpa haknmendistribusikan dan/atau mentransmisikanndan/atau 

membuat dapat diaksesnyaninformasi elektronik dan/atau dokumennelektronik yang 

memiliki muatan yangnmelanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalamnPasal 27 
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Ayat (1) dipidana dengannpidana penjara paling lama 6 tahun dan/ataundenda paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

2.2.3 PengertiannAnak 

a. AnaknmenurutnUndang-undangg 

MenurutnPasal 1 ayat (1)nUndang-UndangnNomor 35nTahun 2014ntentang 

PerlindungannAnak, anaknadalah seseorangnyang belum berusian18 tahun,ntermasuk 

anaknmasih dalamnkandungan. (Undang-UndangnNomor 35 Tahunn2014) Lain 

halnyandengan KUHPnmengenai pertanggungnjawabannpidanananak hanya 

dikenaakannkepadaa anaknyang umurnyanbelum mencapainenam belas (16)ntahun. 

SedangkannUndang-Undang Nomorn11nTahun 2012ntentang SistemnPeradilan 

PidananAnak dalamnpasal 1nayat (3)nanak yang berkonflikndengan hukum 

yanggselanjutnya disebut anak adalah anak yang telahnberumur dua belas (12)ntahun, 

tetapi belumnberumur delapannbelas (18)ntahun yangndiduga melakukanntindak 

pidana. DannmenurutnPasal 1 butir 5nUndang-UndangnNomorn39 Tahunn1999 

tentangnHak AsasinManusia, anaknadalah setiapnmanusianyang berusiandibawah 

delapannbelas (18)ntahun dannbelumnmenikah, termasuknanak yangnmasih 

dalamnkandungan apabila hal tersebutndeminkepentingannya. 

b. AnaknmenurutnKUHP 

Anakndalam pasaln45nKUHP adalahnanak yangnumurnya belumnmencapai 

16n(enam belas)ntahun. 

c. Pengertiannanaknsecara umum 
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Secaranumumndikatakan anaknadalah seorangnyang dilahirkanndari 

perkawinannantara seorang priandan seorangnwanitandengan tidaknmenyangkut 

bahwa seseorangnyang dilahirkan olehnperempuan meskipunntidak pernah 

melakukannpernikahan tetapndikatakan anak. 

d. Pengertiannanaknsecaransosiologis 

Menurutppengetahuannumum, yangndimaksudndengan anakmadalah 

seseorang yangnlahir dari hubungannantara lakindannperempuan. 

Sedangkanyyangndiartikan dengaannanak-anaknataunjuvenale, adaalahnseorang 

yaang masihndibawah usiantertentu dan belumndewasa sertanbelumnkawin. 

Pengertianndimaksud merupakannpengertian yanggsering kali dijadikannpedoman 

dalamnmengkaji berbagainpersoalanntentangganak. 

e. Pengertiannanak secaranyuridis  

Secaranyuridisnkedudukan seorangnanak menimbulkannakibatnhukum. Dalam 

lapangan hukumnkeperdataan,aakibatnhukum terdapatnkedudukan seorangnanak 

menyangkutnkepadanpersoalan-persoalannhak danmkewajiban,ssepertinmasalah 

kekuasaannorang tua,npengakuan sahnyananak, penyangkalaannsahnyananak, 

perwalian,npendewasaan, sertanmasalahnpengangkatannanak dannlain-lain. 

2.2.4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

Undang-UndangnNomor 35nTahunn2014 tentang perlindungannanak 

ditegaskannbahwa penyelenggaranperlindungannanak adalah orangntua, keluarga, 

pemerintahndan Negara, bebannpertama dalam penyelenggaraannperlindungannanak 

jatuhnpadanorang tua,nnamun dieranmodern sepertinsaatnini kebanyakan orangntua 
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yang terlalunsibuk dengannurusannpekerjaannya dannmulai mengabaikannanak. 

Berbagainperaturannbaik dalamnUndang-Undang, ajarannagamandannbudaya telah 

banyaknmembahasnmengenainperlindungan anak, namunnmasih sajandarintahun ke 

tahunnpelanggarannperlindungannanak. 

2.2.5 Prostitusi 

Prostitusi pada dasarnya ada yang kita temukan di pinggir jalan, dan dengan 

perkembangan teknologi yang super canggih seperti saat ini ada juga jenis prostitusi 

secara online, yang bisa kita memesannya melalui media internet. 

1. Prostitusi jalanan 

Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini 

diberikan kepada laki-laki atau kalangan pria yang mempunyai dana yang 

rendah. Dan prostitusi semacam ini biasanya ada yang mengawasinya seperti, 

mami atau papinya. 

2. Prostitusi panggilan 

Prostitusi semacam ini yang biasanya dilakukan memesan wanita panggilan 

melalui media online, seperti pada aplikasi Michat, Bee Talk, Wechat dan lain-

lain. Prostitusi semacam ini biasanya para pekerja melalui perantara seperti 

mucikari, da nada juga yang bekerja untuk diri sendiri, yang mempromosikan 

dirinya melalui media internet tersebut. 

2.3 Penelitian Terdahulu 
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1. Dalam jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah 

Tapanuli Selatan, ISSN 2579-9398, Vol 8, No 2 Tahun 2021 yang berjudul, 

“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Klien Anak Program 

Pembebasan Bersyarat Di Balai Permasyarakatan Kelas I Surabaya” hasil dari 

penelitiannya pelaksanaan pemberian pembimbingan pada program 

pembebasan bersyarat anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dapat 

dikatakan cukup berjalan dengan baik meskipun ditengah pandemi Covid19 

yang dialami saat ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

Setyaningrum adalah, penelitian ini fokus membahas mengenai peran 

kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak 

di kota Batam(Setyaningrum, 2021) 

2. Dalam jurnal Cendekia Hukum, Universitas Muslim Indonesia, ISSN 2580-

1678, Vol 4, No 1 Tahun 2018 yang berjudul “PerlindungannHukum 

Terhadap AnaknDalam PerspektifnHak AsasinManusia” hasil darinpenelitian 

tersebutnPerlindungan hukumnterhadap anak dalamnperspektif HaknAsasi 

Manusianpada hakekatnyanadalah suatu upayanyang dilakukannoleh orang 

tua, pemerintahndan masyarakat untuknmemenuhi dannmenjamin segalanhak 

anak yangntelah di jaminndalam konvensinhak anak dannUndang-undang 

Nomor 35nTahun 2014 TentangnPerlindungannAnak. Perlindungannhukum 

terhadap anakndalam perspektif Haknasasi manusia kurangnterimplementasi 

karena pemerintahnbelum melaksanakannkewajibannya dalamnmemenuhi 

hak-hak anaknsehingga masih terjadinpelanggaran hukumnterhadap anak. 
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Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Fachri Said 

adalah penelitian ini membahasa mengenai peran kepolisian dalam 

menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota 

Batam(Muhammad fachri said, 2018). 

3. Dalam jurnalnSyiah Kuala law Journal Universitas Syiah KualanBandanAceh, 

ISSNn2302-0180 Vol. 1nNo. 1, Agustusn2012 dengannjudul “MediasinPenal 

SebagainAlternatif ModelnKeadilannRestoratifnDalam PengadilannAnak” 

hasil darinpenelitian AinalnMardiah diketahuinbahwa hakimnanak 

dalamnmengadilinperkara ABH dinPengadilannNegerinBanda Acehntelah 

melakukannmediasi penalnuntuknmewujudkannparadigma keadilan restoratif. 

Mediasinpenal ini sesuaindengan maksudndanntujuan pasal 16nUndang-

UndanggNomorn23nTahun 2002ntentangnperlindungannanak, yaitundemi 

yang terbaiknbagi anak, baiknanak sebagainpelakunmaupun korban. Dengan 

ditetapkannyanmediasi penal, makantelah terjadinpergeserannparadigma yaitu 

ada sifatnhukumnprivat kendalam ranahnhukum publik dannmerupakan suatu 

trobosannhukumnoleh hakim. Hal yangnmembedakannpenelitiannini dengan 

penelitiannAinalnMardiahnadalahnpenelitiannininfokus membahasnsecara 

spesifik tentanggperan kepolisianndalamnmenanggulangintindak pidana 

prostitusinonlinenterhadap anak(Mardiah & Nizarli, 2012). 

4. Dalam jurnal hukum, UniversitasnGajah MadanYogyakarta, ISSNn2356-

4164, Vol. 1nNo. 1,nFebruarin2015  dengannjudul “DiversinSebagai 

PerlindungannHukum TerhadapnHak AsasinAnaknDalam SistemnPeradilan 
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PidananAnaknDi Indonesia” hasilnpenelitian darinBeniharmoninHarefa 

membahasntentangnupayandiversi sebagainperlindungan hukumnterhadap 

hak asasinanak, diversi perlundipertahankannbahkanndikembangkan agar 

semakinnmemberikan jaminannterhadap perlindungannhukum atas hak 

asasinanak dalamnsistemnperadilannpidana anak dinIndonesia. Hal 

yangnmembedakannpenelitian penelitian inindengannpenelitiannBeniharmoni 

Harefanadalah, penelitian ininmembahas secaranspefisik tentangnperan 

kepolisianndalam menanggulangintindaknpidana prostitusinonline terhadap 

anakndi kotanBatam(Beniharmoni Harefa, 2015). 

5. Dalam jurnal PembangunannHukum Indonesia, Universitas Diponegoro, Vol 

1, No 3, Tahun 2019 dengan judul “Memutus Mata Rantai Praktek Prostitusi 

Di Indonesia Melalui KriminalisasinPengguna Jasa Prostitusi” hasil dari 

penelitiannya adalah Pemerintah Indonesianmemiliki berbagai peraturan 

perundang-undangannterkait larangan prostitusi, antara lain Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Undang-UndangnNomor 21 Tahun 2007 tentang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44nTahun 2008 

tentang Pornografi, Undang-UndangnNomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, dan Undang-Undang Nomorn19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-UndangnNomor 11 Tahun 2008 tentangnInformasindan Transaksi 

Elektronik. Namunnaturan-aturan tersebut dinilai belumnmemberikan 

ketegasan, khususnyanbagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi. Yang 
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membedakan penelitian ini dengan penelitian AprilianinKusumawati adalah 

penelitian fokus membahasnmengenai peran kepolisian dalam menanggulangi 

tindak pidana prostitusinonline terhadap anak di kota Batam(Kusumawati, 

2019). 

6. Dalam jurnal Pro Justitia, Universitas Mitra Indonesia, ISSN 2754-8539 Vol. 

2 No. 1 Tahun 2021, dengan judul “Relevansi Tindak Pidana Prostitusi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dikaitkan Dengan Masa 

Pandemi Covid 19 Di Bandar Lampung” hasil dari penelitiannya adalah 

praktek prostitusi anak di Bandar Lampung di masa pandemi covid 19 terus 

meningkat karena kesulitan ekonomi yang menjadi faktor utama. Yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian Satrio Nur Hadi adalah 

penelitian fokus membahas mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi 

tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam(Hadi, 2021) 

7. Dalam Jurnal Mercatoria Universitas Sumatera Utara, ISSN 1979-8652 Vol 8 

No 2, Tahun 2015 dengan judul “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual 

Komersial Anak Indonesia” hasil dari penelitiannya Eksploitasinseksual 

komersial anak merupakannsebuah pelanggaran terhadap hak anak dan 

mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dannmengancam 

integritas fisik dannpsikososial anak. Bentuk-bentuk eksploitasinseksual 

komersial anak yangnterjadi di Indonesia adalah prostitusi anak,npornografi 

anak dan Perdagangan (trafficking) anak untukntujuan seksual. Yang 

membedakan penelitian inindengan penelitian Marlina adalah penelitiannini 
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fokus membahas mengenainperan kepolisian dalam menanggulangintindak 

pidana prostitusi onlinenterhadap anak(Marlina, 2015) 
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2.4 Kerangka Pemikiran 
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Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak 

Upaya Penanggulangan Kendala yang Dihadapi 


